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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang
penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersangkutan,
untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan
pungutan kepada masayarakat.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan
mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan
untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah yang terdiri atas
pendapatan asli daerah, yaitu: hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil
perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.*

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada
masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan
unntuk memungut pajak/retribusi dan pemberian bagi hasil penerimaan serta
bantuan keuangan atau dikenal dengan dana perimbangan sebagai sumber dana
bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara umum, sumber dana
bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, (dana bagi
hasil, dana lokasi umum, dan dana lokasi khusus), dan pinjaman daerah,

dekonsentrasi dan tugas pembantu. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh

! Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi 2008, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2008), h. 32



pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelolah oleh
pemerintah pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.?

Untuk mewujudkan kemandiriran daerah dalam pembangunan dan
mengurus rumah tangganya sendiri, maka di Indonesia dikenal beberapa jenis
pajak seperti Pajak Penghasilan (PP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Prolehan Atas Tanah dan/atau
Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintahan daerah dikenal juga beberapa
macam pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak retribusi dan
lain-lain.?

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dapat
dipungut sendiri dan di manfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah yang bersangkutan.
Komponen PAD tersebut mencakup unsur pajak daerah, retribusi daerah, Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lainnya yang sah. Termasuk dalam
pajak daerah ini adalah pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak
bumi dan bangunan, dan lain-lainnya yang dipungut sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Tetapi retribusi daerah hanya dapat dipungut
bilamana daerah memberikan jasa pelayanan tertentu kepada masyarakat.”

Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran

pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, uasaha atau milik daerah

2 Siti Sukirno, Kebijakan Pembangunan Daerah ,(Pekanbaru: Fakultas Hukum, Uir,
2004), h. 25

® Mardiasmo, Op, Cit, h. 30

* Sjafrizal, Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan, (Jakarta: Cetakan Ke-1 September 2012, Pt
Rajagrafindo Persada), h. 274



untuk kepentingan umum, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung

maupun tidak langsung ciri ciri retribusi adalah:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah

2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis

3. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.

4. Retribusi dapat dikenal pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa
yang disiapkan Negara.’

Mengingat karena terbatasnya sumber-sumber pendapatan daerah, maka
pemerintah daerah wajib mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada
sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Untuk mengoptimalkan
pendapatan daerah tersebut pemerintah telah menetapkan undang-undang nomor
28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 108 tentang
retribusi daerah, retribusi dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: retribusi jasa
umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.®

Salah satu dari retribusi tersebut juga dapat dikembangkan menjadi salah
satu penerimaan daerah oleh pemerintah Kabupaten Kampar guna pembangunan
daerah adalah retribusi pengujian kendaraan bermotor yang termasuk kedalam
retribusi jasa usaha.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi
Riau, sebagai salah satu Kabupaten pasti sangat membutuhkan dana untuk

pembangunannya. Dana tersebut bisa berasal dari kekayaan alam yang dimiliki

® Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah Dinegara Republic Indonesia, (Jakarta: Pt
Raja Grafindo Persada, 1988), h. 171
® Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 Tentang Retribusi Daerah



daerah itu sendiri maupun dana yang bersumber dari masyarakat, diantara dana
yang bersumber dari masyarakat adalah pajak atau retribusi. Karena ekonomi
masyarakat yang sebagian besar golongan menengah kebawah, maka sebagali
alternatif transportasi masyarakat adalah kendaraan bermotor. Mengingat karena
banyaknya jenis kendaraan bermotor di Kabupaten Kampar maka penulis hanya
membahas pada retribusi pengujian kendaraan bermotor angkutan umum
kapasitas s/d 8 tempat duduk di Kecamatan Bangkinang Kota.

Retribusi merupakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan
pengertian tersebut jelaslah retribusi merupakan kewajiban yang harus dibayar
atas pemberian jasa atau izin yang telah digunakan sesuai dengan peraturan yang
telah ditetapkan.

Mengingat retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan jenis
retribusi yang telah ditetapkan peraturannya oleh pemerintah daerah maka tentang
hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2017
tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2017 yang
didalamnya memuat tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam pasal
disebutkan:

1. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan

atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kareta gandengan,



kareta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhuan terhadap
persyaratann teknis laik jalan.

2. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua ata lebih beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk
mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
bisa bergerak

3. Kendaraan tidak bergerak adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga
orang atau hewan.

4. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk
mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan
tanda nomor kendaraan bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka
hitam.

5. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara
berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

Berdasarkan penelitian di Kecamatan Bangkinang Kota, persoalan yang
sering muncul, sipeniliti melihat masih banyaknya kendaraan bermotor angkutan
umum kapasitas s/d 8 tempat duduk yang tidak melakukan memperpanjang masa
retrisbusi pengujian kendaraan bermotor angkutan umumnya kepada Dinas
Perhubungan yang telah di tunjuk oleh pemerintah terkait tentang pemungutan
retribusi pengujian kendaraan bemrotor. Dengan masih banyaknya kendaraan

bermotor angkutan umum kapasitas s/d 8 tempat duduk yang tidak memenuhi izin



atas laik jalannya, dan para pengemudi hanya mencari keuntungan tanpa melihat
sisi keselamatan penumpang dan barang bawaannya.

Misalnya mobil angkutan umum kapasitas s/d 8 tempat duduk yang
dimiliki oleh Bapak Dayat yang sudah habis masa ujinya namun tetap beroperasi
di jalanan untuk mengangkut penumpang, hal ini jelas bertentangan dengan
peraturan daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2017 pasal 1 adalah: Pengujian
kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan
bagian-bagian kendaraan bermotor, kareta gandengan, kareta tempelan, dan
kendaraan khusus dalam rangka pemenuhuan terhadap persyaratan teknis laik
jalan.

Berdasarkan wawncara dengan Kepala Bidang Dinas Perhubungan
Kabupaten Kampar bahwa pemilik kendaraan bermotor angkutan umum kapasitas
s/d 8 tempat duduk masih banyaknya beroperasi di jalanan dengan masa waktu
izin yang diberikan oleh pemerintah sudah habis.

Sedangkan hasil wawancara yang penulis peroleh berdasarkan dari supir
angkutan umum yang tidak membayarkan retribusi kendaraan bermotornya
disebabkan karena berbelit-belitnya pengurusan dalam retribusi pengujian
kendaraan bermotor dan masa berlakunya izin laik jalan kendaraan bermotor
hanya enam bulan.

Berdasarkan dari uraian diatas, terjadinya tidak kesesuaian antara
peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kampar dengan
kenyataannya yang dilapangan, mengakibatkan kerugian daerah dalam potensi
sumber pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah yang masuk ke kas

daerah menjadi tidak maksimal.



Untuk mengetahui secara pasti penyebab kendaraan bermotor angkutan
umum kapasitas s/d 8 tempat duduk yang berplat kuning yang sudah habis masa
izin beroperasi di jalan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengangukut
penumpang, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan
tersebut ke dalam judul Skripsi yaitu: “Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Bangkinang Kota”.

B. Batasan Masalah
Agar penulisan penelitian ini tidak lari dari pembahasan berdasarkan latar
belakang tersebut maka penulis perlu mengadakan batasan masalah. Penulis lebih
mengfokuskan penelitian ini tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor
angkutan umum kapasitas s/d 8 tempat duduk di Kecamatan Bangkinang Kota

yaitu dilihat dari sisi penerapan retribusi pengujian kendaraan.

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6
Tahun 2017 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan
Bangkinang Kota?
2. Faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar nomor 6 Tahun 2017 tentang retribusi pengujian kendaraan

bermotor di Kecamatan Bangkinang Kota?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 tentang retribusi pengujian
kendaraan bermotor di Kecamatan Bangkinang Kota.

b. Untuk mengetahui solusi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2017 tentang
retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Bangkinang Kota.

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini sebagai syarat bagi penulis unutuk meraih gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan
Syarif Kasim Riau.

b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Kabupaten
Kampar dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor
6 tahun 2017 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.

c. Memberi sumbangan pemikiran bagi para pembaca, Akademika
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. dan masyarakat
Kabupaten Kampar.

d. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa dapat dijadikan sebagai

bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam

melaksanakan pemungutan dalam retribusi pengujian kendaraan bermotor.



E. Metode Penelitian
1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dapat digolongkan kepada
penelitian sosiologis, dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan
kajian pustaka karena dalam pengumpulan data penulis melakukan survey
kelapangan melalui responden. Dengan kata lain penelitian ini merupakan
penelitian yang mengambil data dengan menggunakan sistem wawancara
sebagai alat utama pengumpulan data.”

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskristif, yakni menggambarkan
secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian
dianalisa.® Adapun sifat penelitian ini yaitu kendaraan bermotor angkutan
umum kapasitas s/d 8 tempat duduk yang tidak melakukan retribusi pengujian
kendaraan bermotor setalah habis jangka waktu laik jalannya dan dihubungkan
dengan peraturan daerah.

2. Lokasi Penelitian

Bersifat lapangan yang berlokasi di daerah Kecamatan Bangkinang
Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pertimbangan sipeneliti kenapa
penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Bangkinang Kota, karena masih
banyaknya masyarakat pemilik kendaraan bermotor angkutan umum kapasitas
s/d 8 tempat duduk di Kecamatan Bangkinang Kota yang belum melakukan

kewajiban nya terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor.

” Masri Singaribun Dan Efendi, Metode Penelitian Social, (Jakarta: Lp3es, 1989), h. 35
® Riduan, Metode Dan Teknik Menyusun Skripsi, (Bandung: Bina Cipta, 2004), h. 6
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3.. Populasi Dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang
sama.’ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 21 orang, pemilik
kendaraan bermotor angkutan umum angkutan umum kapasitas s/d 8 tempat
duduk yang diambil 7 orang.

Tabel 1.1
Populasi

No Jabatan Jumlah

1 | Kepala Badan Hukum Tingkat Kabupaten 1

Kampar

2 | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 1

3 | Kepala Bidang Dinas Perhubungan Kabupaten 1
Kampar
4 | Kepala UPTD PKB 1 Dinas Perhubungan 1
Kabupaten Kampar
6 | Kasubag UPTD PKB 1 Dinas Perhubungan 3
Kabupaten Kampar
7 | Tim Penguji Kendaraan Bermotor UPTD PKB 1 7

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

8 | Pemilik Kendaraan Bermotor Angkutan Umum 7
Total 21

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.’® Karena
populasinya terdiri dari 21 orang maka untuk dijadikan sampel dalam penelitian

ini-adalah seluruh dari populasi.

° Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), h. 188
' Ibid., h. 119
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Dengan menentukan sampel penulis menggunakan teknik total

sampling, hal ini disebabkan karena sedikitnya jumlah populasi sehingga

dalam memperoleh data yang valid dan mewakili potensi dapat diminimalisir.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 3 jenis data yang digunakan oleh peneliti

antara lain:

a.

Data primer.' vyaitu data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan
Kabupaten Kampar dan sampel yang dijadikan responden dan yang
berhubungan dengan penelitian nanti jika diperlukan data tambahan.

Data skunder.'? yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan
berupa bahan tulisan seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data
dari tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas
dalam penelitian.

Data tersier, yaitu data yang diperoleh dari insiklopedia dan yang
sejenisnya berfungsi mendukung data primer dan data skunder seperti

kamus hukum, artikel-artikel dan segalanya.

5. Metode Pengumpulan Data

a.

b.

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati,
serta merekam prilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu.”
Wawancara merupakan antara dua orang atau lebih yang salah satunya

bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan

E Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hokum, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 96
Ibid, h. 96
3 Hardiansyah, Haris, Metode Penelitian Kualitatif Untuk IlmuOilmu Social, (Jakarta:

Salemba Humanika, 2010), h. 131
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tertentu atau metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung
dengan responden™
c. Studi kepustakaan yaitu: untuk mencari data atau informasi melalui
membaca buku-buku referensi yang tersedia di perpustakaan
6. Metode Analisis
Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif
merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskristif, yaitu apa
yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata.
Setelah data terkumpul dan dianalisa, selanjutnya penulis menjelaskan data-
data tersebut dengan metode deskristif yaitu dengan jalan mengemukakan
data-data yang telah diperoleh, lalu di analisa sehingga dapat disusun menurut
kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini, metode dengan
pengumpulan seluruh data yang ada, setelah itu mengklafikasikan data
tersebut berdasarkan katagori-katagori dan bersamaan jenis, kemudian
dihubungkan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh

tentang masalah ini.

F. Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh  kemudahan dalam penelitian ini  penulis
mengklasifikasi penelitian ini dalam beberapa bab terdiri dari beberapa sub

bagian, Yaitu:

“ Muhammad Fauzi, Metode Penelitian Kuantitatif, (Semarang: Jakarta Pres, 2009), h.
147

> Rosady Ruslan, Metode Penelitian Pr Dan Komunikasi. (Jakarta: Pt. Raja. Grafindo
Persada), h. 31

1° Soerjono Soekanto, Loc, Cit, h. 32
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: PENDAHULUAN

Dibagian bab ini akan di uraikan latar belakang, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulis, metode penelitian yang

digunakan, serta sistematika penulisan

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan gambaran umum Kecamatan Bangkinang Kota,
letak dan luas Kecamatan Bangkinang Kota, keadaan pemerintah,
kependudukan, pendidikan, agama dan ekonomi Kecamatan

Bangkinang Kota.

: TINJAUAN TEORI

Pada bab ini diuraikan pengertian retribusi, pengertian retribusi
daerah, retribusi daerah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten
Kampar No 6 Tahun 2017, fungsi retribusi daerah, subjek retribusi

daerah, objek retibusi daerah.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, di uraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan
menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu implementasi
peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2017 tentang
retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kecamatan Bangkinang
Kota dan faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya peraturan daerah
Kabupaten Kampar nomor 6 Tahun 2017 tentang retribusi pengujian

kendaraan bermotor di Kecamatan Bangkinang Kota.

: PENUTUP

Pada bab ini akan disimpulkan kesimpulan dan saran yang diambil

berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA



